
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1996

TENTANG

HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ATAS TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam

kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan

nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan

penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib

di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan

tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga

adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat

terwujud;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan

ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II

Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap

Penindakan Hak atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun

1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);

3. Undang-…
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3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-peraturan

dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah perkebunan (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1126);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3317);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3632);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA,

HAK GUNA BANGUNGAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH.

BAB I…
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negera yang

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada

pemegangnya.

3. Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19

Undang-undang Pokok Agraria.

4. Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh

penerima hak pada saat pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai serta perpanjangan dan pembaharuannya.

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.

6. Perpanjangan hak adalah penambangan jangka waktu berlakunya

sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak

tersebut.

7. Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada

pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu

hak tersebut atau perpanjangannya habis.

8. Menteri…
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8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang

Agraria/Pertanahan.

BAB II

PEMBERIAN HAK GUNA USSAHA

Bagian Pertama

Subyek Hak Guna Usaha

Pasal 2

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

(1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu

tahun wajib mwlapaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu

kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hak Guna Usaha itu dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha

tersebut harus karena hukuman dan tanahnya menjadi tanah Negara.

Bagian…
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Bagian Kedua

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan

Hak Guna Usaha

Pasal 4

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah

Negara.

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu

adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka

pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang

bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan

hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan

Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah

terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna

Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain

yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik

bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang

dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

(1) Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha

adalah lima hektar.

(2) Luas...


